BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto
Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
adalah Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada
kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai lex specialis.
Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan
tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga
terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak efektif. kekerasan
dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian
karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh
karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat
mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah
dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice.

2. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Restorative Justice dalam dalam perkara
KDRT Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto
Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
adalah musyawarah merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan
restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka

inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam
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penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tanggga hanyalah sebagai
mediator. Restorative Justice merupakan metode penyelesaian sengketa yang
cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Mayoritas masyarakat
masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa
terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan
keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus
dijaga. Namun dari sekian banyak kelebihan Restorative Justice, metode ini
juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya kurangnya masyarakat
yang mengetahui tentang sebuah sistem proses peradilan dan selalu meniktik
beratkan kepada pihak kepolisian saja melainkan yang menjalankan sebuah
sistem proses peradilan tidak hanya kepolisian saja ada kejaksaan sampai
pengadilan, dan tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat
penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan
putusannya karena proses Restorative Justice, banyaknya waktu yang
dibutuhkan untuk berpatisipasi dalam proses Restorative Justice. Pasal 12
Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan
keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil dan syarat formil. Keadilan
Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan

kembali pada keadaan semula.
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B. Saran

1. Agar seluruh peraturan yang telah mengatur mengenai Restorative Justice
disetiap lembaga khususnya penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan bisa disatukan dan dimasukan ke dalam Undang-Undang agar
kedepannya bisa terbentuk sebuah kesepakatan terhadap semua lembaga dan
tidak terjadi lagi kecurigaan masyarakat terhadap salah satu lembaga yang
mengatur jalannya proses peradilan, jika terjadi lagi penanganan yang seperti
Restorative Justice ini jika memang salah satu lembaga sudah melakukan
Restorative Justice tidak dilanjutkan lagi ketahap penuntutan dikejaksaan dan
vonis pengadilan pada tahap pengadilan.

2. Perlunya pelatihan gabungan setiap lembaga penegak hukum seperti
Kepolisian, Kejaksaan dan Penagadilan sehingga menghasilkan kesepakatan
yang sama sama tidak merugikan lembaga penegak hukum yang mengatur
proses peradilan dan profesional memiliki integritas agar Penyelesaian Kasus
kekerasan dalam Rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-

hal yang tidak semestinya.
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